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Ekonomi adalah unsur penting dalam kehidupan manusia. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Perannya
penting dalam aktivitas gadai. Adakalanya orang membutuhkan dana sesegera mungkin. la mengambil jalan
pintas dengan menggadaikan barang berharga yang ia miliki. Pegadaian konvensional menerapkan sistem
bunga dalam prakteknya. Itulah yang menimbulkan keberatan bagi debitur. Berdirinya Bank Muamalat
Indonesia tahun 1992 menjadi permulaan penerapan ekonomi syariah Islam di Indonesia. Perum Pegadaian
memanfaatkan momentum itu dengan mendirikan gadai syariah yang tidak berbasis pada sistem bunga.
Resminya Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) berdiri tahun 2003 dengan misi untuk mencegah praktek
riba. ULGS pertamayang berdiri di Jakarta berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Cawang Jakarta Timur. Skripsi
ini berusaha menjelaskan penerapan gadai pada institusi tersebut, serta penyelesaian dari permasalahan yang
timbul dalam pelaksanaan gadai syariah dan apakah telah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini
menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. ULGS Dewi Sartika tidak menerapkan sistem bunga pada
prakteknya dan hanya menerima perhiasaan sgja sebagai marhunnya. Dana operasional berasal dari BMI dan
danaintern Perum Pegadaian yang mendapat pengawasan DSN-MUI. Peluang Sarjana Hukum Islam dan
Sarjana Ekonomi Syariah untuk bekerja padainstitusi itu cukup terbuka. BASY ARNAS hinggakini belum
pernah memutus perkara antara Pegadaian Syariah dengan nasabahnya karena tidak ada perselisihan di
kedua belah pihak. Pelaksanaan ar-rahn di sanatelah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang
berlaku. ULGS Dewi Sartika hendaknya tidak hanya menerima perhiasan sebagai marhun tetapi juga barang
berharga lainnya. ULGS haruslah lebih proaktif dalam menjaring nasabah. Guna lebih mempertegas
eksistens institusi gadai syariah di Indonesia, pemerintah perlu membuat Peraturan Perundang-Undangan
yang mengatur Ar-Rahn.
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